BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN AR

NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

RETRIBUSL IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan delem Pasal 156

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlh rhenstapken
Peraturan Daecrah tentang Retribusi lzin Gangguan;

Mengingat L

3.

Pasal 18 ayat {8 VUndang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tghun 2003 tntang
Pembentukan Kabupaten Saem Bagian Timur,
Kabupaten Serum PBagian Baral dan  Kabupaten
Kcpulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajk
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 200% Nomor 130,
Tamibshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50449);



4, Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemetintahan Daergh [Lefhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iiionesia Noiner S5587)

schagaimana telah diubah beberapa kali tetakhir
dngan Undang-Undarng Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uridang
Noraar 23 Tahun 2014 tentang Permérintatvan Daerah

(Lemmbaran Negara Republik Indonesis Tehun 2014 .

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negsra Républik
Indonesia Nomor 5679)
§. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dergan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan

dan
EUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS] 1IZIN GANGGIUTAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah im, yang dimabsud dengan :

1, Retribus Izin Gangguan yang sclanjuthya disebut Retxibusi adalah
pembayaran Retribusi aas pemberan izin tempat usahafkeégiatin kegada
prang pribadi atau Badan yang dapast memimbulkan ancaman bahaya,
kerugian danfatau gangguan, termasuk pengawesan dan pengendalian

Kkegiatan

secara terus-menerus untuk imencegah  terjadihya

gangouan ketertiban, keselamatan atau kesehatan uimim, meimelibeagra
kelertiban lingkungan dan memenuhi norme keselamatan dan keschatan

kerja.

2. Pemerintah Daerah adalnh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Ao,



10.

11.

12.

13.

14,

Objek Retribusi adalah nelagonan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintgh Daerali kepada orahg pribadi atau Badan untuk tujuen
keperitingan urniim

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang ménggunakan
atanl menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pernerintah Daerah.

Wajb Retribusi adalah orang pribadl atiu Badan yanbg rmenurut Peraturah
Perundang Uridangan rétribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarai
retribusi, termasuk pemungut atiu pemotong retriis terter,

Retribusi Periziran Tertentu adalah kepiatan totentu Permerintah Dacrah
dalam mngka peinberian izin Kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk penibinaan, pengaturan, pengendalian dan
pen ggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertemntu
guna melindungi kepentingan umm. dan menjaga kelestarian lingkungan.
Tingkat Penggunaan Jasa adalh jumlah penggunaan jasa yang dijadiken
dasar alokasi beban biaya ymg dipikul Pemerintah Daerah wituk
penyelenggarasn jasa yang bersangkutan, '

Bupati adalah Bupaid Kepulasan An:

Tarf Retribusi adalah niai mpiah atau  persentase terténtu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribiusi,

Masa Rctribusi adakh suatu jangka waktu tertentil yang mermipakan batas
waktu bagi Wajb Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerinizh Daerah,

Burat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutriya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan reiribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terixtang.

Dokumen lain yang dipersamakan adelah sarat bukti pembayaran lannya,
berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepads Wajib
RetribusL

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SSRD adalah
buiti pemmbayaran atau penyetoran retribusi yang teleh dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
dacrah melalui tempat pembayuran yang ditunjuk deh Kepala Dacrah
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seclanjutnya disingkat STRD adalah
surat unfuk melakukan tagiban retribusi danfatau seankst administratif
berupa bunga dary atau dende.



BAEB I
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengai nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas Izin Gangguan

)

yang diberikail olsh Pemerinteh Daexab.

Pasal 3
Ohjek Retribusi Izin  Gangguan sadalah pemberian  #in  témpat
usahia fkegigtan kepads orang pibadi  atau Badan yang  dapat

menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atan gangguan, termasuk

pengawasan dan pengencadian Begiatan usaha stcara terus-menerus
untuk mencegah Tterjadinyz ganggman ketertiban, keselamatan atau
kesehatan umummemebhbara ketertiban lingkungan dan memenudi
norma Keselamatan dan kesehatan kerj.

Tidak termasuk obijek Retribusi sebagaimanz dimaksud peda ayat (1)
adalah tempat usahafkcgiatan yang felah ditentuken oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daéerah.

Pasal 4

Subjelt Retribuai kin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yeng

memperoleh izin gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat

menimbulkan encaman bahaye, ketogian dan/atau gangguan, temmasulk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaba daii Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Waijib Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi ateui Badan vang

menurut Perundang-Undangan Retribusi  diwajibkan wniuk melalaukan

pembeayaran Retribusi, termasuk pemumgut aftau pernotong Retribusi Perijinan
: | Tertenta.

BAB 111
GOLONGAN EETRIBUSH

Pasal 6

Retribusi Iin Ganggunan digolongkan sebagai Retribusi Pefizinan Tertenta



(1)

)

(1)

2

(1)

(2)

(S}

(4
)

BAB 1V :
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGCUNAAN JASA.

Pasal 7
“Tingkat penggunaan jasa Bin Gangguan dinkur berdasdrkai rumtis yang
ditruat oleh Pemeriniah Daerah.
Rumus sebagairana dimaksad pada gy (1) harus sésuai denigan binya
periyediaan izin yang dipikul deébh Peimeritah Daerah dalam menysdiaken
jasa izh gangguan.

BABV
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal B
Prinsip dan sasaran dalm penetapan tarif Retribusi Ein Gangguan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa kemafmmpuan masyarakat,
aspek keadilan dan efcktifitas pengendalian pelayanan tersebut.
Dalatnn hal penetapan tarif sepenubnya mempérhatilian biaya penyediser
jsa, penttapan taril hanwa untuk menunip sebagiaf biaya

BAB Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pemal O
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 7 ayat (1) adalah nilai
rupiah  yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Rctribusi yang
terutang,
Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dapat ditefitukan seragam menurut
golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penciapan tarii Retribusi.
Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dikalikan indeks
wilayah/ka wasan.
Tarif Retribusi ditinjau kernbali pakng lama 3 (tiga) Talnin sckali,
Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dilakukan dengan memperhatiken indeks harga dan perkembangarn

perekonomian.



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Femungutan Retribusi yang teniang  dilakikan & wilayah Kabupatén
Kepuladan Ara

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pelavanan izin Genganan adalah jangka wakiu yang lamanya
1 (satu) Tahun

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalahi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan
Retribusi Dasrah {(SKRD} atau dokumen lain yang dipcrsamakan.

)

(2

(3)

(1)

(2

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DaN PENUNDAAN PEMBAY ARAN

Pazal 13

Pembayaran Retribusi vang terutang dilakukan pada saat diterimanya
Surat Ketetapati Retribusi Dgerah (SKRD) atau dokumen lein yung
dipersamakan.
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjuitnya disingleat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yarg tdah dlakuken dengan
menggunakan formmilir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Xas
Deerah melalai tempat pembayaran yang ditanjuk oleh Kepala Dacrzah.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 14
Pemanfzatan Retribusi diutamakan untuk mendanai penyvelenggaraan
pemberian izn gangguar.
Permanfantan Retribusi s€bagoiwana dimsksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati



(1)

{2)

{1)

¥

3

(4

©

(1)

BAB Xi
SANKS] ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajb Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ateu
larane membayar, dikenaken sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribuéi yang terutang vang tidak atau
Lurang dikayar dan ditagih dengan mengsunakan STRD.

Sanksi sehagaimana dimaksud pada syat (1} dikenakan untuk  waktu
paling Jama 5 (lima) bulen.

BAD XH
PENAGIHAN

Pagal 16

Dalem hal wajib Retribusi tertenfu tidak membayar tepat pada wektunys.
ateyl Kurang membayar, dikenakan sapnksi administratif berupa bungs
acbesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribual yang teruteng yeng

tidak atau kurang dibgyar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) didehuiui
dengan Surat teguran

Hak untuk melakukan penagihan Retribugi menjdi kedaluwarse setelah
melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sepk saat terutangmya.

Penagihan Retribusl sebagaimana dimaksud pada ayst (3) tertangguh
apabila :

a diterbitkan Surat Teguran; atau

b ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, belk langsung
maupun tidak langeung, | h

Dalzm hal diterbitkan Surat Teguan sebagaimans dimeksud. pada. ayat (2],

' kedaluwarsa penagihan dihitung sgak tanggal ditcrimanya Surat Teguran

tersebut.

BAB X1l
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS] YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

HEalz untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwsarsa seielah
melempaui waktu 3 (tiga) Tabun terhitung sejpk saat tcrutsngnya

retribusi,



(2) . Piutang Retribusi yang tidak' mumgkin ditagih hpi katena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedahwrarsa dapat dihapuskan.

(3) Bupati menctapkar Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsd sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(4 Apabila daldm walktin 1 {sahu) elan setélah kedaluwarsa Bupati beélum
menetapkan keputusarl sebagaimana ditmaksiid pada ayat (3), malka
dianggap telah dihapus.

BAB XN
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaln pada tangpa! dinndanglkan,

Ager settiap orang dapat mengetahuinya memermtahkan pengundangan
Peraturan Dasrah ini dengan penempatannya dalern Lembaran Daerah
Kebupaten Kepulauan Aru '

Ditetapken <1 Dobo
pada targgal 19 April 2017

BUPAT] KEPULAUAN ARU,

td

JOHAN GONGA

Diundangkan d Dobo

pada tanggal 15 Mei 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KF PULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU : NOMOR 32/10/T-AHUN 2017
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